BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan kajian terhadap permasalahan yang telah dibahas pada
bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Setelah membahas uraian unsur-unsur pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP
maupun Pasal 27 ayat (2) UU ITE memang seharusnya penuntut umum
mendakwa terdakwa menggunakan dakwaan alternatif dengan menerapkan
pasal 27 ayat (2) UU ITE karena tindakan yang.didakwakan ada beberapa
delik, tetapi dakwaan yang dituju dan harus dibuktikan hanya satu tindak
pidana. Dasar pertimbangan dakwaan alternatif adalah karena penuntut
umum belum yakin benar tentang kualifikasi atau pasal yang tepat untuk
diterapkan pada tindak pidana tersebut, maka untuk memperkecil peluang
lolosnya terdakwa dari dakwaan maka digunakan bentuk dakwaan
alternatif. dakwaan alternatif digunakan dalam hal antar kualifikasi tindak
pidana yang satu dengan yang lainya menunjukan corak/ciri yang sama.

2. Konsekuensi yuridis terkait dakwaan yang tidak sesuai dengan perbuatan
yang dilakukan terdakwa dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku tetap dinggap sah dan berkekuatan hukum tetap

(inkracht van gewijsde). Walaupun penuntut umum tidak memperhatikan
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Pasal 63 ayat (2) KUHP sebagai landasan untuk membedakan tindak
pidana yang sifathya umum (lex generali) dan yang sifatnya khusus (lex
speciali). Kemudian, akibat disusun dengan tidak sesuai maka terdakwa
dirugikan. Karena seharusnya, jika dakwaan di rumuskan dengan benar
terdakwa akan mendapatkan ancaman hukuman yang lebih rendah
dibandingkan ancaman hukuman menurut pasal yang didakwakan oleh
penuntut umum.
B. Saran

1. Penuntut umum khususnya yang menangani, kasus perjudian dalam
Putusan Pengadifan Negeri Jambi- Nomor 541/Pid.B/2022/Pn Jmb dan
penuntut umum secara keseluruhan agar dapat lebih cermat dan teliti
dalam menerapkan unsur pasal yang didakwakan.

2. Penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan harus berhati-hati dan
harus lebih teliti. Kesalahan dalam surat dakwaan juga akan berakibat
putusan yang dihasilkan berkekuatan hukum tetap meskipun sebenarnya

kurang tepat.



